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ABSTRAK

Guna terciptanya target penerimaan pajak di Indonesia, pemerintah berupaya
menyesuaikan kebijakan perpajakan terhadap kondisi ekonomi yang terjadi dengan
harapan mampu meningkatkan penerimaan negara dari segi pajak. Hal ini tentu
semakin menyulitkan wajib pajak dalam mengikuti perkembangan peraturan
perpajakan terkini. Salah satu alternatif dalam memanfaatkan pembaruan peraturan
yang sering terjadi yaitu dengan menggunakan jasa konsultan pajak yang
diharapkan dapat membantu wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban
perpajakannya. Kondisi tersebut didukung dengan jumlah tingkat kepatuhan wajib
pajak orang pribadi di KPP Pratama Denpasar Barat yang mengalami kenaikan
yang cukup signifikan. Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh
pemahaman perpajakan dan perubahan aturan perpajakan terhadap kepatuhan wajib
pajak orang pribadi dengan pengujian moderasi peran konsultan pajak.

Penelitian ini menganalisis data primer dari kuesioner yang disebarkan kepada
100 wajib pajak orang pribadi yang terdaftar menggunakan jasa konsultan pajak di
KPP Pratama Denpasar Barat. Teknik pemilihan sampel menggunakan metode
purposive sampling dengan pengujian statistik menggunakan metode Structural
Equation Modeling (SEM) berbasis varian dengan alternatif Partial Least Square
(PLS) menggunakan software SmartPLS.

Hasil penelitian menunjukan bahwa (a) pemahaman perpajakan berpengaruh
positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, (b) perubahan
aturan perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib
orang pribadi, (c) peran konsultan pajak dapat memoderasi dengan sifat
memperlemah hubungan pemahaman wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak,
dan (d) peran konsultan pajak dapat memoderasi dengan sifat memperkuat
hubungan perubahan aturan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.

Kata Kunci: Pemahaman Wajib Pajak, Perubahan Aturan Perpajakan,
Peran Konsultan Pajak dan Kepatuhan Wajib Pajak
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ABSTRACT

In creating tax revenue targets in Indonesia, the government seeks to adjust tax
policies to economic conditions which are expected to increase state revenue from
taxes. This will certainly increase taxpayers in keeping up with the latest
developments. One alternative in utilizing regulations that often occur is to use the
services of a tax consultant which is expected to assist taxpayers in carrying out
their tax obligations. This condition is supported by the number of compliance
levels of individual taxpayers in the Tax Office KPP Pratama West Denpasar which
has increased significantly. This study aims to examine the effect of understanding
taxation and changes in tax regulations on individual taxpayer compliance by
testing the moderating role of tax consultants.

This study analyzed primary data from questionnaires distributed to 100
individual taxpayers who were registered to use the services of a tax consultant in
the Tax Office KPP Pratama West Denpasar. The sample selection technique used
purposive sampling method with statistical testing using the variant-based
Structural Equation Modeling (SEM) method with the Partial Least Square (PLS)
alternative using SmartPLS software.

The results showed that (a) the understanding of taxation has a positive and
significant effect on individual taxpayer compliance, (b) the tax regulation changes
has a positive and significant effect on individual taxpayer compliance, (c) the role
of tax consultants can moderate the nature of weakening the mandatory
understanding of taxpayer compliance, and (d) the role of a tax consultant can help
strengthen the tax relationship to taxpayer compliance.

Keywords: Tax Understanding, Tax Regulation Changes, Role of Tax
Consultants, and Taxpayer Compliance
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BAB |
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Semenjak munculnya pandemi pada akhir tahun 2019 mengakibatkan
perekonomian diberbagai negara mengalami hambatan termasuk Indonesia.
Berbagai kebijakan telah dilakukan agar tidak berimbas pada perekonomian
negara. Banyak sektor di Indonesia mengalami masalah serius, terutama pada
sektor perekonomian. Dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat
dibutuhkan peranan pajak. Salah satu pendapatan negara terbanyak berhasal dari
pajak (Ramadhanty & Zulaikha, 2020). Pajak mempunyai fungsi penting di
pemerintah pusat maupun daerah dalam melaksanakan pembangunan yang
didapat melalui penerimaan pajak (Mardiasmo, 2018). Disisi lain, pajak
berperan dalam mengatur setiap pertumbuhan ekonomi melalui kebijaksanaan
pajak. Hal tersebut menunjukan pajak akan terus menjadi hal penting yang
berkaitan dengan pendistribusian yang dilakukan oleh negara itu sendiri
(Solekhah & Supriono, 2018). Tercatat dari penerimaan pajak mampu
membiayai 70% APBN Indonesia yang menunjukan peran pajak di Indonesia
dapat dirasakan langsung maupun tidak langsung dalam kehidupan masyarakat.

Indonesia menerapkan sistem self assessment sejak tahun 1984. Sistem ini
merupakan suatu kepercayaan pada wajib pajak dalam memperhitungkan dan
melaporkan sendiri jumlah pajak terutangnya ke (KPP) terdaftar yangmana hal
ini sangat perlu pengawasan yang intensif dari aparat pajak atau fiskus serta

memiliki pemahaman terkait perpajakan secara optimal bagi wajib pajak dalam

1



memenuhi kewajiban perpajakannya. Hal ini ialah salah satu alasan tertinggi
untuk menjalankan sistem self assessment. Pernyataan tersebut selaras dengan
riset yang dilakukan Suhendri (2015) dimana tingkatan kesadaran yang
meninggi dari WP sangat bergantung pada tingkat pemahaman perpajakan yang
dimiliki. Untuk memaksimalkan peranan pajak, bukan hanya mengandalkan
Direktorat Jenderal Pajak (DJP), namun diperlukan partisipasi dari WP dengan
patuh dalam membayar pajak agar dapat bersama-sama merealisasikan target
negara yang berakibat pada kesejahteraan masyarakat (Suhendri, 2015).
Pemerintah telah mengeluarkan berbagai fasilitas pajak dalam
mempermudah WP membayar dan melapor pajak terutangnya seperti, e-
Registration, e-Filling, dan e-Billing (Sudiartana & Apriada, 2018). Seorang
wajib pajak akan memiliki pemahaman yang baik pasti akan patuh dalam
memenuhi kewajibannya sebagai wajib pajak. Tetapi jika kita melihat pada
kenyataannya, mayoritas WP yang memiliki kesibukan yang tinggi akan
cenderung memiliki keterbatasan dalam memahami aturan perpajakan yang
beragam, sehingga akan terjadi tax evasion atau penggelapan pajak yangmana
diperkuat oleh riset Solekhah & Supriono (2018) dikatakan bahwasanya
pemahaman yang dimiliki dari wajib pajak tak akan ada berpengaruh atas
tindakan patuh wajib pajak. Sedangkan riset dari As’ari (2018) menunjukan
pemahaman dari wajib pajak akan berpengaruh terhadap pelaksanaan atau
tindakan dari WP. Hal tersebut sama persis juga diperoleh dari riset Ramadhanty

& Zulaikha (2020).



Kepatuhan wajib pajak ialah pendapatan tertinggi untuk negara di masa
pandemi yang berakibat menurunnya kondisi ekonomi. Kanwil DJP Bali
mencatat penerimaan pajak di Pulau Dewata hingga akhir Juli 2021 mencapai
Rp4,04 triliun atau 44,36 persen dari target Rp9,1 triliun hingga akhir tahun 2021
(antaranews.com, 2021). Penerimaan pajak tersebut tergolong sangat rendah
hingga 20,62% dengan membandingkan pada tahun sebelumya di periode yang
sama. Penyebabnya dipengaruhi oleh industri pariwisata di Bali yang belum
pulih dan masih meningkatnya angka penyebaran Covid-19 yang menyebabkan
akses pariwisata di Bali masih belum terbuka. Terlebih lagi banyak sektor
industri yang melakukan (PHK) karena kondisi pandemic yang membuat
masyarakat tidak berkeinginan melunasi dan melapor pajak yang dimilikinya.
Selaras dengan penelitian Heinemann (2010) menyebutkan bahwa ketika dalam
situasi krisis akibat kondisi ekonomi, dorongan wajib pajak dalam mematuhi
kewajiban perpajakan mengalami penurunan (Agatha et al., 2021). Namun,
berbeda hal nya dengan jumlah penerimaan pajak di Kota Denpasar khususnya
pada wilayah Denpasar Barat tahun 2021 justru mengalami peningkatan dari
tahun sebelumnya. Menurut data yang diterima dari KPP Denpasar Barat tahun
2022 tercatat sebanyak 153.503 WPOP yang terdaftar dengan sejumlah 98.395
WP vyang efektif melapor SPT dengan jumlah penerimaan pajak mencapai
tingkat kepatuhan 81%. Hal ini juga terjadi akibat baik atau tidaknya kualitas
pelayanan pajak yang memiliki peranan sangat besar bagi perkembangan di
sektor perpajakan (Tarigan et al., 2022). Salah satu upaya membantu masyarakat

ditengah adanya virus yang terus bermutasi dan memunculkan varian baru



mengakibatkan pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak (DJP) harus
mengubah kebijakan mengikuti kondisi ekonomi yang terjadi pada tatanan
masyarakat, salah satu contoh pada perubahan progresivitas tarif (PPh OP) diatur
pada Pasal 17 ayat (1) huruf a UU PPh dengan tarif terendah berubah dari Rp50
juta menjadi Rp60 juta dan untuk tarif PPh OP yang ditunjukan untuk PKP di
atas Rp5 miliar dikenakan tarif PPh sebesar 35%. Tidak hanya itu, pemerintah
juga memberi dukungan kepada pelaku UMKM dengan perubahan tarif PPh
final 0,5% yang tertuang dalam PP No 23 Tahun 2018 untuk omset maksimal
Rp500 juta tidak dikenai pajak terutang (kemenkeu.go.id, 2021).

Dengan adanya perubahan aturan perpajakan ini diharapkan dapat
meningkatkan produktifitas wajib pajak dalam menjalankan kewajiban
membayar dan melaporkan pajak terutang sesuai yang telah ditetapkan serta
aturan turunannya yang akan berpengaruh pada pendistribusian atau penyaluran
penerimaan negara yang akan meningkat secara signifikan. Pernyataan tersebut
diperkuat oleh riset dari Cahyani & Noviari (2019) bahwa perubahan tarif pajak
ada pengarh positf dengan kepatuhan wajib pajak. Selaras dengan riset Dewi et
al. (2020) juga menunjukan terdapat pengaruh baik pada kepatuhan WP
memenuhi  kewajiban  perpajakannya.  Perubahan  kebijakan tetap
mempertahankan sistem self assessment dengan pedoman yang ada. Namun,
berbeda dari hasil penelitian dari Suhendri (2015) dan Thahir et al. (2021)
bahwasanya perubahan tarif pada pajak tidak mempunyai pengaruh pada

patuhnya WP dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.



Banyaknya jumlah peraturan perpajakan di Indonesia membuat sistem
perpajaka yang berlaku memilki kompleksitas yang tinggi disamping itu juga
sering dilakukanya pembaruan terhadap peraturan yang berlaku guna terciptanya
kesejahteraan masyarakat justru hal tersebut cenderung akan memberikan
kesulitan bagi wajib pajak untuk menerima pertumbuhan atau perkembangan
dari aturan perpajakan dalam memenuhi kewajiban perpajakannya (Sudiartana
& Apriada, 2018). Salah satu alternatif yang sering menjadi pilihan dalam
melakukan tindakan kepatuhan yaitu menggunakan jasa konsultan pajak. Hal ini
juga menjadi salah satu faktor pembanding meningkatnya tingkat
kepatuhan wajib pajak badan yang disebabkan karena cenderung menggunakan
jasa konsultan pajak atau memiliki karyawan yang khusus menangani masalah
perpajakan berbeda halnya dengan WPOP yang cenderung lebih memilih
menghitung sendiri pajak terutangnya akibat kendala pada biaya konsultan pajak
yang cukup mahal (Putri & Setiawan, 2017).

Konsultan pajak merupakan perpanjangan tangan dari DJP dalam
mensosialisasikan permasalahan perpajakan kepada wajib pajak dengan
mematuhi aturan (kode etik) yang dikeluarkan oleh Ikatan Konsultan Pajak
Indonesia (Basuki, 2018). Kode etik juga dapat meminimalisir tindakan seorang
konsultan pajak yang melanggar hukum (Sugianto, 2017). Disamping itu,
konsultan pajak juga dapat menjadi jembatan antara WP dengan DJP ditengah
krisisnya kepercayaan wajib pajak terhadap pegawai pajak bahkan dewasa ini
jumlah wajib pajak tidak sebanding dengan jumlah pegawai pajak yang

mengakibatkan DJP membutuhkan peran konsultan pajak sebagai agen



pemerintah dalam mengakomodir kesadaran WP untuk patuh terhadap

kewajiban perpajakan sehingga target penerimaan pajak demi tercapainya

kesejahteraan masyarakat dapat terpenuhi (Sugianto, 2017).

Berdasarkan fenomena yang terjadi serta kontradiksi dan inkonsistensi pada
riset terdahulu membuat penelitian ini masih menarik untuk dilakukan. Peneliti
ingin melakukan penelitian terbaru untuk menguji pengaruh beberapa faktor
yang menyebabkan .kepatuhan wajib pajak, tetapi dengan objek penelitian yang
berbeda yakni dengan judul penelitian “Pengaruh Pemahaman Perpajakan,
Perubahan Aturan Perpajakan, dan Peran Konsultan Pajak Terhadap
Kepatuhan Wajib Pajak.”

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah pengaruh pemahaman wajib pajak terhadap kepatuhan
WPOP yang terdaftar menggunakan jasa konsultan pajak di KPP Pratama
Denpasar Barat pada tahun 2021?

2. Bagaimanakah pengaruh perubahan aturan perpajakan terhadap kepatuhan
WPOP yang terdaftar menggunakan jasa konsultan pajak di KPP Pratama
Denpasar Barat pada tahun 2021?

3. Apakah peran konsultan pajak memoderasi pengaruh pemahaman wajib
pajak terhadap kepatuhan WPOP vyang terdaftar menggunakan jasa
konsultan pajak di KPP Pratama Denpasar Barat pada tahun 2021?

4. Apakah peran konsultan pajak memoderasi pengaruh perubahan aturan
perpajakan terhadap kepatuhan WPOP yang terdaftar menggunakan jasa

konsultan pajak di KPP Pratama Denpasar Barat pada tahun 2021?



C. Batasan Masalah
Peneliti membatasi masalahnya agar tidak menyimpang dari pokok
permasalahan yang diteliti. Dalam riset ini hanya mengfokuskan pada 3 variabel
penelitian yaitu pemahaman perpajakan, perubahan aturan perpajakan serta
peran konsultan pajak. Selain itu, pada objek penelitian yang hanya berfokus
pada Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) yang menggunakan jasa konsultan
pajak yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Denpasar Barat
pada tahun 2021.
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian
1. Tujuan Penelitian
Berdasarkan perumusan masalah diatas, maka tujuan yang ingin dicapai
dari penelitian ini yaitu sebagai berikut:
a. Untuk membuktikan pengaruh pemahaman wajib pajak terhadap
kepatuhan WPOP yang terdaftar menggunakan jasa konsultan pajak di
KPP Pratama Denpasar Barat pada tahun 2021.
b. Untuk membuktikan pengaruh perubahan aturan perpajakan terhadap
kepatuhan WPOP yang terdaftar menggunakan jasa konsultan pajak di
KPP Pratama Denpasar Barat pada tahun 2021.
c. Untuk membuktikan peran konsultan pajak memoderasi pengaruh
pemahaman wajib pajak terhadap kepatuhan WPOP yang terdaftar
menggunakan jasa konsultan pajak di KPP Pratama Denpasar Barat

pada tahun 2021.



d. Untuk membuktikan peran konsultan pajak memoderasi pengaruh
perubahan aturan perpajakan terhadap kepatuhan WPOP yang terdaftar
menggunakan jasa konsultan pajak di KPP Pratama Denpasar Barat.

2. Manfaat penelitian

Manfaat praktis dari riset ini yakni:

Dengan adanya penelitian ini yang akan mnejadi sebuah pedoman dalam
pengambilan suatu keptusan, pemahaman, serta pengetahuan tambahan
terkait perpajakan terutama mengenai kepatuhan perpajakan, serta dapat
menjadi sarana pelatihan intelektual guna membentuk daya pikir ilmiah
yang dapat menjadi acuan dan referensi dalam melakukan pengembangan
penelitian selanjutnya. Bagi masyarakat khususnya Wajib Pajak Orang
Pribadi (WPOP) dapat meningkatkan pemahaman dalam menjalankan
kewajiban perpajakan serta dapat membantu dalam meningkatkan
kepatuhan perpajakan agar target penerimaan pajak di Indonesia dapat

berjalan optimal.



BAB V
PENUTUP

A. Simpulan
Merujuk pada analisis dan pengujian yang dilaksanakan secara
keseluruhan dapat ditarik sebuah kesimpulan dalam penelitian ini yakni:

1. Pemahaman perpajakan mempunyai pengaruh yang positif dan
signifikan kepada kepatuhan WPOP yang terdaftar menggunakan jasa
konsultan pajak pada KPP Pratama Denpasar Barat. Dengan demikian
bahwa semakin WPOP memiliki pemahaman yang baik dalam
perpajakan maka semakin patuh dirinya dalam memenuhi kewajiban
perpajakan yang harus dijalankan.

2. Perubahan aturan perpajakan mempunyai pengaruh yang positif dan
signifikan kepada kepatuhan WPOP yang terdaftar menggunakan jasa
konsultan pajak pada KPP Pratama Denpasar Barat. Dengan demikian
menunjukan bahwa semakin baik kebijakan atau atauran dari
pemerintah dalam sektor perpajakan maka WPOP akan terdorong untuk
melakukan kewajiban perpajakan sehingga memunculkan dampak yang
positif dari penerimaan dan kepatuhan WPOP.

3. Peran konsultan pajak dapat memoderasi dengan sifat memperlemah
hubungan pemahaman perpajakan terhadap kepatuhan WPOP yang
terdaftar menggunakan jasa konsultan pajak pada KPP Pratama
Denpasar Barat. Dengan demikian menandakan kehadiran dari

konsultan pajak dalam memberikan pemahaman perpajakan kepada
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WPOP bukannya memberikan dampak postif kepada kepatuhan WPOP
namun memnculkan kecenderungan membingungkan sehingga akan
berdampak pada ketidakpatuhan wajib pajak dalam penyampaian SPT
secara mandiri.

4. Peran konsultan pajak dapat memoderasi dengan sifat memperkuat
hubungan perubahan aturan perpajakan terhadap kepatuhan WPOP
yang terdaftar menggunakan jasa konsultan pajak pada KPP Pratama
Denpasar Barat. Hal ini menandakan hadirnya konsultan pajak ditengah
adanya kebijakan aturan terbaru akibat kondisi ekonomi yang
berfluktiatif justru dapat membantu wajibpajak dalam kontribusi untuk
menjalankan pemenuhan kewajiban perpajakan.

Implikasi
Penelitian dilakukan akibat adanya fenomena yang terjadi yang

berdampak bagi pembaca. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan
implikasi postif kepada otoritas pajak, yang dalam hal ini sebagai garda
terdepan dalam peningkatan kepatuhan dari WPOP dalam memenubhi
kewajiban perpajakannya. Selain itu, riset ini juga dapat melihat kondisi
yang sebenarnya yang terjadi dilapangan. Riset ini akan membantu para
konsultan serta WPOP yang terdaftar di KPP Pratama Denpasar Barat.

Saran
Peningkatan dari kesadaran WPOP bukan hanya tanggungjawab dari

otoritas pajak ataupun pemerintah, namun diperlukan kesadaran dari WPOP

sendiri sehingga akan terjalin kerja sama antara kedua belah pihak untuk
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meningkatkan kepatuhan perpajakan dan meningkatkan penerimaan dari
sektor perpajakan. penelitian ini masih ada kekurangan, maka ada beberapa
saran yang ingin berikan yaitu:
1. Bagi Wajib Pajak
Melalui sarana yang disediakan diharapkan wajib pajak lebih peka
terhadap perubahan yang terjadi, jikalau merasa kesulitan dengan
peraturan atau sarana Yyang disediakan diharapkan mampu
berkomunikasi dengan aparat pajak atau konsultan pajak dalam
memilih alternatif yang tepat.
2. Bagi Otoritas Pajak
Dalam memberikan pembaharuan terkait kebijakan perpajakan
diharapkan pihak otoritas pajak melakukan sosialisasi secara rutin dan
menjalin kerjasama dengan lembaga pendidikan terutama perguruan
meningkat, misalnya dengan tax center dan inklusi kesadaran pajak
dikarenakan cara tersebut dapat membantu WP dalam memanfaatkan
kebijakan yang diharapkan mampu meningkatkan penerimaan pajak.
3. Bagi Penelitian Selanjutnya
Riset ini tidak luput dari kekurangan maka diharapkan penelitian
pada topik yang sama dapat melengkapi dan mengembangkan
penelitian menjadi lebih baik dengan memperhatikan jumlah responden
agar dapat menggambarkan ruang lingkup penelitian, instrumen
penelitian, serta objek penelitian yang digunakan yang dapat membuat

penelitian lebih komprehensif.
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